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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Sebagai Upaya
Pengembangan Pariwisata Halal di Kota Banda Aceh™. Qanun ini merupakan
peraturan daerah yang mewajibkan sertifikasi halal terhadap produk makanan dan
minuman sebagai salah satu bentuk penegakan syariat Islam di Aceh. Keberadaan
ganun ini menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan citra Kota
Banda Aceh sebagai destinasi wisata halal. Tujuan utama penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana instansi terkait melaksanakan Qanun Nomor 8
Tahun 2016 serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat
implementasinya di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan strategi
penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan
informasi dilakukan melalui wawancara mendalam dengan ketua LPPOM MPU
Aceh, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, dan berbagai pelaku industri kuliner,
baik yang telah dan belum memiliki sertifikasi halal. Untuk melengkapi prosedur
pengumpulan data, digunakan pula pendekatan observasi dan dokumentasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa implementasi ganun telah dilakukan melalui
berbagai kegiatan seperti sosialisasi, edukasi, dan pembinaan, meskipun masih
ditemui hambatan seperti kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya
sertifikasi halal, adanya anggapan bahwa semua produk di Aceh otomatis halal,
serta lemahnya pengawasan. Adapun faktor pendukungnya meliputi adanya
kerjasama antar lembaga, komitmen pemerintah daerah, serta meningkatnya
kesadaran sebagian pelaku usaha akan pentingnya standar halal di sektor kuliner.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan ganun tersebut membutuhkan kerja
sama lintas pihak secara berkelanjutan agar pengembangan pariwisata halal di
Banda Aceh dapat terlaksana secara maksimal dan memberikan dampak yang
luas.

Kata Kunci: Implementasi, Qanun, Pengembangan, Pariwisata Halal
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Sektor pasar halal telah memperolen manfaat besar dari industri
pariwisata yang sedang berkembang pesat di provinsi Aceh. Aceh diberikan
otonomi untuk menjalankan dan mengawasi pemerintahan sesuai dengan
hukum dan peraturan yang berlaku, mengingat statusnya yang unik sebagai
sebuah daerah. Karena posisinya yang unik, Aceh bebas menjalankan sistem
pemerintahannya sendiri sesuai dengan hukumnya sendiri. Peraturan yang
menjadikan Provinsi Aceh sebagai Daerah Istimewa dan menegaskan status
istimewanya mengatur hal ini. Aceh memiliki banyak kebebasan, yang
memungkinkan mereka menggunakan Qanun, hukum daerah yang berdasarkan
pada ide-ide Islam. Aturan ini mengikuti aturan untuk mengelola Aceh dan
memberi pemerintah kekuasaan untuk membuat undang-undang yang sejalan
dengan nilai-nilai lokal dan agama.*

Menurut Kamus Al-Munawwir, Qanun diartikan sebagai asal, pokok,
dan pangkal.? Dalam literatur Melayu Aceh yang dikutip oleh Melisa Fitira
Dini mengatakan bahwa Qanun sudah digunakan sejak lama dan diartikan
sebagai aturan yang berasal dari hukum Islam yang telah menjadi adat. Salah
satu naskah ganun dalam aspek historical yang berjudul Qanun Syara’

Kerajaan Aceh yang ditulis oleh Teungku di Mulek dari Kerajaan Aceh yang

1 Eko Budi Santoso dkk, Pengembangan Wisata Halal di Kota Banda Aceh, (Jurnal
Ilmu Pemerintahan, Vol 47 No. 2, 2021), him 196

2 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,
(Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hIm 1165



dikenal sebagai Qanun Syara memuat salah satu versi Qanun yang paling awal.
Qanun ini diperintankan untuk disusun pada tahun 1257 H, oleh Sultan
Alauddin Mansyur Syah yang wafat pada tahun 1870 M. Hal ini membuktikan
bahwa hukum Islam selalu menjadi bagian dari hukum adat dan sistem hukum
Aceh. Naskah singkat ini membahas beberapa isu yang berkaitan dengan
hukum ketatanegaraan, pemisahan kekuasaan, fungsi pengadilan, protokol yang
tepat untuk acara formal, dan tugas penegakan hukum. Sebagai kesimpulan,
Qanun dapat diartikan dalam dua cara: pertama, sebagai kode hukum atau adat
yang ketat; dan kedua, sebagai seperangkat aturan umum yang ditegakkan oleh
Sultan di seluruh wilayah kekuasaannya sesuai dengan hukum Islam.®

Menurut Pemerintah Pusat, Qanun berarti Peraturan Daerah, seperti
yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka 7. Dalam hal ini,
para ahli sepakat bahwa Qanun didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, tetapi
undang-undang provinsi tidak. Perbedaan besar ini menunjukkan bagaimana
kedua sistem hukum tersebut berbeda. Misalnya, Qanun mengutamakan
keyakinan dan prinsip-prinsip Islam dalam semua aturannya. Jadi, dapat
disimpulkan bahwa Qanun merupakan aturan hukum yang berlaku di Aceh.*

Di Aceh, ganun adalah undang-undang atau peraturan. Sejak tahun
2001, Aceh telah secara resmi menerapkan hukum Islam. Oleh karena itu,

dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, penerapan hukum Islam yang

3 Ridwan Nurdin, Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development
Orientation, (Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 4 No. 1. 2020), him 117

4 Muhammad Ridwansyah, Analisis Pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013
tentang Bendera dan Lambang Aceh, (Jurnal Hukum dan Peradilan, VVol. 7 No. 1, 2018, him 19



ketat di Aceh menjadikannya berbeda. Salah satu cara penerapan aturan ini
adalah sistem jaminan produk halal, sebagaimana dinyatakan dalam Qanun 8
tahun 2016. Sesuai dengan hukum Islam, Qanun ini dimaksudkan untuk
memverifikasi apakah semua kebutuhan, terutama makanan dan minuman telah
disertifikasi halal.®

Islam melarang mengkonsumsi daging babi, alkohol, dan komponen
terlarang lainnya, menjadi dasar standar makanan halal. Yang mana semua
bahan harus bebas dari unsur babi, khamar, atau bahan lainnya yang
diharamkan dalam ajaran Islam dan semua peralatan produksi harus bersih
sesuai dengan persyaratan halal. Praktik penyembelihan yang tepat juga harus
diikuti. Oleh karena itu, pengawasan tempat produksi sangat penting untuk
memastikan produk tersebut benar-benar halal.®

Secara sederhana, implementasi adalah proses menjalankan strategi
yang dipikirkan dengan matang untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan sebelumnya. "Implementasi adalah kegiatan atau tindakan
sistematis yang dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai target tertentu,"
tulis Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul “Konteks Implementasi
Berbasis Kurikulum”. Dengan demikian, implementasi tidak berdiri sendiri,
tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya, yaitu pelaksanaan suatu program.

Implementasi bukan sekadar tindakan dalam pengertian di atas, tetapi juga

S Ditha Afrida, Implementation of Aceh Qanun Number 8 of 2016: A Figh Siyasah
Perspective on Food Business Operators in Langsa City, (Aceh: Journal of Islamic Law, Vol. 1,
No. 1 2024), him 87.

® Ditha Afrida, Implementation of Aceh Qanun Number 8 of 2016: A Figh Siyasah
Perspective on Food Business Operators in Langsa City, (AJIL: Aceh Journal of Islamic Law, Vol.
1 No. 1 (Juli-Desember 2024), him 87.



merupakan kegiatan yang direncanakan dengan baik, disikapi dengan serius,
dan dijalankan sesuai dengan acuan yang telah dipersiapkan dengan matang.”’

Aspek sejarah, budaya, dan agama Aceh menjadikannya destinasi
wisata yang ideal. Pokok utama untuk merencanakan pertumbuhan pariwisata
halal di wilayah ini adalah hukum Islam. Salah satu daya tarik utama untuk
meningkatkan industri pariwisata adalah pariwisata halal. Kolaborasi dan
dukungan antara peraturan nasional dan ganun dapat menunjukkan
keistimewaan dan keunikan tersendiri yang dimiliki Aceh dalam kegiatan
pariwisata dibandingkan dengan daerah lain.®

Agar sebuah perjalanan dapat dikatakan halal, perjalanan tersebut harus
melibatkan lebih dari sekadar wisata. Ada empat komponen utama dalam wisata
syariah yaitu kuliner, muslim fashion, kosmetik-spa dan perhotelan.® Namun
demikian, penelitian ini hanya berfokus pada sektor kuliner. Kota Banda Aceh
merupakan rumah bagi banyak bisnis makanan yang belum memenuhi
persyaratan halal. Untuk mempromosikan prinsip-prinsip Islam dalam industri
perjalanan, pariwisata halal harus dikembangkan. Aceh merupakan salah satu
Provinsi yang telah menerima banyak penghargaan nasional dan internasional
untuk pariwisata halalnya. Pada tahun 2016, Aceh memenangkan tiga kategori
dalam Anugrah Pariwisata Halal Terbaik tingkat nasional, yaitu “Kategori

Bandara Ramah Wisatawan Muslim Terbaik”, “Aceh sebagai Destinasi Budaya

" Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Grasindo, 2002),
him 170

8 lsrak Ahmadsyah dkk, Wisata Halal Aceh Tinjauan Ekonomi Syariah, (Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2022), him 18

9 Susie Suryani, dan Iskandar Wiyokusumo, Potensi Pengembangan Pariwisata
Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau, (Jurnal Ekonomi
KIAT, Vol. 32, No. 2, 2021), him 147



Ramah Wisatawan Muslim Terbaik”, dan Masjid Raya Baiturrahman sebagai
Daya Tarik Wisata Terbaik”. Dan pada “World Halal Tourism Award 2016” di
Dubai, Aceh memenangkan dua kategori yaitu World’s Best Airport for Halal
Travelers dan World’s Best Halal Cultural Destination pada tahun 2018.1

Berdasarkan ganun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan
pada Pasal 2 menjelaskan bahwa Aceh dalam menyelenggarakan sektor
pariwisata berasaskan Iman dan Islam, kenyamanan, keadilan, kerakyatan,
kebersamaan, kelestarian, keterbukaan, dan adat budaya serta kearifan lokal.
Untuk merealisasikan asas tersebut Aceh melakukan pengembangan sektor
pariwisata melalui program wisata halal. Maka untuk melakukan
pengembangan wisata halal dengan baik perlu adanya pengimplementasian yang
baik pula sehingga wisata halal berjalan dengan efektif dan efisien.

Hasil dari observasi awal penulis, sejak tahun 2016 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Aceh sudah melakukan sosialisasi dan peningkatan SDM ke 23
Kabupaten/Kota salah satunya Kota Banda Aceh, kepada para pelaku usaha
pariwisata terkait dengan pentingnya wisata halal dan juga sertifikasi halal
untuk produk yang ada di Aceh, sebagaimana yang tercantum dalam ganun
Aceh Nomor 8 Tahun 2016 sebagai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang
mengharuskan semua makanan yang ada di Aceh wajib bersertifikasi halal.
Namun masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait sertifikasi halal karena
mereka menganggap bahwa Aceh merupakan penduduk yang mayoritasnya

Muslim jadi mereka menganggap bahwa segala sesuatu yang dilaksanakan

10 Israk Ahmadsyah dkk, Wisata Halal Aceh Tinjauan Ekonomi Syariah, (Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2022), him 1



sudah halal karena provinsi Aceh adalah provinsi yang berbasis syariat Islam,
namun pada dasarnya walaupun Aceh berbasis syariah masih ada dari
masyarakat yang belum memahami tentang tata cara pengolahan makanan dan
minuman yang sesuai dengan syariah sehingga makanan yang tadinya halal
akan menjadi tidak halal karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap
sertifikasi halal.l!

Maka dari itu penulis menarik untuk mengkaji tentang Implementasi
Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata Halal

di Banda Aceh” yang berfokus pada pelaku usaha kuliner di Kota Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:
1. Bagaimana implementasi ganun nomor 8 tahun 2016 sebagai upaya
pengembangan pariwisata halal di Banda Aceh?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi ganun
nomor 8 tahun 2016 sebagai upaya pengembangan pariwisata halal di Banda

Aceh?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi ganun nomor 8 tahun 2016

sebagai upaya pengembangan pariwisata halal di Banda Aceh.

1 Observasi awal penulis di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dengan bapak
Ismail, pada tanggal 03 Februari 2025.



2. Untuk mengetahui  faktor pendukung dan penghambat dalam
implementasi ganun nomor 8 tahun 2016 sebagai upaya pengembangan

pariwisata halal di Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

1. Dalam rangka pengembangan pariwisata halal di Banda Aceh penelitian
ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi
masyarakat terkait dengan pelaksanaan Qanun Nomor 8 Tahun 2016.

2. Secara khusus sebagai bahan acuan dan pedoman wajib Program Studi
Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas
Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis

1. Kami mengantisipasi bahwa temuan penelitian ini akan memberikan
gambaran tentang potensi wisata halal di Banda Aceh dan memberikan
beberapa saran untuk pertumbuhannya di masa mendatang.

2. Penerima manfaat tambahan dari temuan penelitian ini termasuk
mahasiswa dan staf pengajar Fakultas Dakwah dan Komunikasi serta

Departemen Manajemen Dakwah.

E. Penjelasan Istilah
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul pada
penelitian ini, maka penulis memaparkan penjelasan istilah dari judul

penelitian ini.



1. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
merupakan penerapan atau pelaksanaan. Pada umumnya, hal ini paling
sering digunakan untuk menggambarkan tindakan yang dilakukan dengan
tujuan akhir. Sementara itu, penjelasan yang lebih ringkas diberikan oleh
Kamus Webster tentang arti implementasi yaitu menyediakan sumber daya
yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tindakan, dan juga memberikan
pengaruh yang nyata terhadap tindakan tersebut. Dengan kata lain,
implementasi menuntut adanya dukungan berupa sarana atau alat yang
memadai agar pelaksanaannya dapat menghasilkan pengaruh atau
perubahan terhadap objek yang dituju.'? Jadi implementasi yang penulis
dimaksud dalam kajian ini adalah penerapan atau pelaksanaan Qanun nomor
8 tahun 2016.

. Qanun Nomor 8 Tahun 2016

Qanun Nomor 8 Tahun 2016 merupakan salah satu peraturan daerah
Aceh yang mengatur tentang sistem jaminan produk halal. Lembaga
Pengkajian Pangan, Obat- obatan, dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan
Ulama Aceh (LPPOM MPU) dan pelaku usaha lain yang terlibat dalam
sertifikasi produk halal dapat memanfaatkan Qanun ini sebagai sumber
informasi yang terpercaya. Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Qanun tersebut,
LPPOM MPU Aceh diberi kewenangan untuk memfasilitasi

penyelenggaraan sertifikasi halal sesuai dengan syariat Islam.

12 Elih Yuliah, Implementasi Kebijakan Pendidikan The Implementation of Educational

Policies, (Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan Vol. 30 No. 2, 2020), him 133-135



Fokus utama ganun ini adalah SJIPH, yang merupakan singkatan dari
Sistem Jaminan Produk Halal. Bisnis yang telah memiliki sertifikasi halal
saat ini adalah satu-satunya yang berwenang untuk merancang, menerapkan,
dan mengawasi pemeliharaan sistem ini secara berkelanjutan. Sistem ini
memeriksa apakah produksi telah memenuhi semua kriteria yang diberikan
olen LPPOM MPU Aceh. Bukti bahwa suatu produk halal dapat ditemukan
dalam berbagai bentuk, termasuk sertifikasi halal, nomor registrasi halal, dan
label halal.*3

3. Pengembangan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan pengembangan
sebagai suatu proses teratur dan bertahap yang pada akhirnya mencapai
suatu tujuan.'* Pengembangan merupakan suatu proses yang dilakukan
secara sistematis guna meningkatkan kapasitas individu, baik dari aspek
teknis, teoritis, konseptual, maupun moral, melalui kegiatan pendidikan dan
pelatihan.’® Selain itu, pengembangan juga mencakup berbagai upaya
terarah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi dengan menggunakan
metode tertentu demi menghasilkan mutu yang lebih baik dan berdaya
saing.1®

Dalam konteks ini, pengembangan yang dimaksud adalah

pengembangan pariwisata halal di Banda Aceh, yaitu suatu proses yang

13 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal, (dikutip pada
tanggal 23 Februari 2025), him 4

14Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Pusat Bahasa, 2008), him 679

15 Maman Masyhuri, Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Untuk TKN
Masigit TA 2022/2023 Menggunakan Smart App Creator, (Jurnal Satya Informatika, Vol. 9, No.
1, 2024, him 38

16 Lisma Yanti, Upaya Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Dalam Pengembangan Imarah di
Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh, (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2024), him 15
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terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas destinasi
wisata agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa mengabaikan daya
tarik dan kenyamanan bagi wisatawan. Pengembangan pariwisata halal di
Banda Aceh bukan hanya sekadar menyediakan fasilitas halal, tetapi juga
pembenahan menyeluruh terhadap aspek fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan
lingkungan yang mendukung terwujudnya wisata yang islami namun tetap
inklusif.
4. Pariwisata Halal

Pariwisata adalah individu atau sekelompok orang yang bepergian
dari satu lokasi ke lokasi lain dengan tujuan melihat dan mempelajari
berbagai budaya dan pemandangan dunia. Sementara itu, pariwisata
didefinisikan sebagai jenis perjalanan di mana orang pergi ke lokasi tertentu
untuk bersenang-senang, mengembangkan diri, atau sekadar mengenal
budaya setempat.t’

"Halal" berarti "dibenarkan" atau "diizinkan" dalam bahasa Arab
(halla, yahillu, hillan, wahalalan). Berarti "diizinkan" atau "disetujui” oleh
Allah, halal tidak hanya mencakup makanan tetapi juga perbankan,
kosmetik, karier, dan industri perjalanan, di antara banyak bidang lainnya.
Para ahli telah memberikan berbagai definisi untuk istilah "pariwisata
halal,"” yang muncul dalam konteks ini bersamaan dengan pertumbuhan

bisnis halal.

17 Ni Ketut Riani, Pariwisata Adalah Pisau Bermata 2, (Bali, Vol.2 No.5 Oktober 2021),
him 1470
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Secara umum, pariwisata halal mencakup banyak komponen penting
yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam. Komponen-komponen ini
meliputi layanan transportasi yang sesuai dengan syariah, akomodasi yang
ramah bagi Muslim, sistem logistik halal, pembiayaan berbasis syariah,
paket perjalanan Islam, layanan spa yang sesuai dengan syariah, dan masih
banyak lagi.!8

Kesimpulannya, wisata halal didefinisikan sebagai perjalanan dalam
jangka waktu tertentu yang menghormati prinsip-prinsip hukum Islam dan
berupaya memenuhi kebutuhan pengunjung Muslim dengan cara yang

akomodatif.

18 Eka Dewi Satriana, dan Hayyun Durrotul Faridah, Wisata Halal: Perkembangan,
Peluang dan Tantangan, him 34, Tahun 2018



